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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana eksistensi satuan 

rumah susun sebagai jaminan kredit dan 

bagaimana kekuatan eksekutorial jika debitur 

cidera janji serta apa landasan hukumnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian yuridis normative sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1. Kepemilikan 

rumah susun menurut Undang-Undang 

Perumahan dan Permukiman dapat dilakukan 

dengan cara kredit berdasarkan Perjanjian 

Kredit Perbankan berupa kredit kepemilikan 

apartemen atau rumah susun, dimana Hak 

Milik Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan 

kredit dengan diikat dengan Hak Tanggungan 

sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat(5) 

Undang-Undang Rumah Susun. 2. Apabila 

debitur cidera janji dalam perjanjian kredit, 

maka Hak Tanggungan akan dilakukan eksekusi 

sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-

Undang Hak Tanggungan, dimana obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan 

perundang undangan yang berlaku dan 

pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil 

seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk 

pelunasan piutangnya, dengan hak yang 

mendahului dari pada kreditor-kreditor yang 

lain yang dapat dilaksanakan melalui dua 

macam cara, yaitu:  a. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu 

Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk 

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri yang diperkuat dengan janji yang 

disebut dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan (UUHT) atau disebut dengan 

cara parate eksekusi. b. Berdasarkan Title 

eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak 
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Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (2) UUHT, dimana eksekusi 

dilakukan dengan meminta bantuan pengadilan 

atau disebut dengan cara Fiat Eksekusi. 

Kata kunci: Hak milik, rumah susun, jaminan 

kredit, perbankan. 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penulisan 

Menurut Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang 

Rumah Susun dikatakan, ^Sertifikat Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun dapat dijadikan 

jaminan utang dengan dibebani Hak 

Tanggungan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-undangan._Sebelum 

berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2011 Tentang Rumah Susun, pengaturan 

hukum mengenai rumah susun diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 

Tentang Rumah Susun yang dalam Pasal 12 

ayat(1) dikatakan, Rumah susun berikut tanah 

tempat bangunan itu berdiri serta benda 

lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang 

dengan:
3
 

a. Dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak 

milik atau hak guna bangunan. 

b. Dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak 

pakai atas tanah Negara. 

Perubahan ketentuan tersebut karena 

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah (Undang-Undang Hak 

Tanggungan) dan juga dalam Pasal 46 ayat (1) 

Undang-Undang Rumah Susun yang baru 

u�vÇ��µ�l�v� ��ZÁ�� ^,�l� l���u]o]l�v� �����

sarusunmerupakan hak milik atas sarusun yang 

bersifat perseorangan yang terpisahdengan hak 

bersama atas bagian bersama, benda bersama 

dan t�v�Z� �����u�X_Ko�Z� l���v�� ]�µ� terjadi 

penyatuan hukum (unifikasi)hak jaminan atas 

tanah, dimana menurut Pasal 27 Undang-

Undang Hak Tanggungan menyatakan 

^ketentuan undang-undang ini berlaku juga 

terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah 

susun dan hak milik atas satuan rumah 

susun._Berdasarkan ketentuan tersebut, maka 

satuan rumah susun atau apartemen dapat 
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dijadikan jaminan utang atau jaminan 

kredit.Bahwa dalam hal ini yang menjadi objek 

jaminan kredit dan diikat dengan Hak 

Tanggungan adalah bukan tanahnya tetapi hak 

milik atas satuan rumah susunnya beserta 

bagian bersama, benda bersama sebesar 

bagian pemilik hak milik atas satuan rumah 

susun.Sebagai pemegang hak milik atas satuan 

rumah susun yang kepemilikannya dibuktikan 

dengan Sertifikat HakMilik Rumah Susun, 

pemilik rumah susun dapat memohon kredit 

dengan menjadikan hak milik atas satuan 

rumah susun yang dimilikinya sebagai jaminan.
4
 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Eksistensi satuan rumah 

susun sebagai jaminan kredit? 

2. Bagaimana kekuatan Eksekutorial jika 

debitur cidera janji serta apa landasan 

Hukumnya? 

 

C. Metode Penulisan 

Penulisan dan tulisan ini dibuat dan disusun 

dengan metode penelitian yuridis normatif, 

karena pendekatan yang digunakan dalam 

penulisan ini yaitu hukum dikonsepkan sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang- 

undangan, yang dikonsepkan sebagai hukum 

yang dapat dipelajari atau diteliti. 

 

PEMBAHASAN 

A. Eksistensi Satuan Rumah Susun Sebagai 

Jaminan Kredit 

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-

Undang Hak Tanggungan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Setelah berlakunya UUHT, Rumah Susun 

tidak lagi dimungkinkan dijamin dengan 

Hipotek dan Fidusia, karena yang menjadi 

objek jaminan dengan Hipotek dan Fidusia di 

dalam UURS telah menjadi objek jaminan 

yang dapat dibebani dengan Hak 

Tanggungan oleh Undang- Undang Hak 

Tanggungan.
5
 

2. Hak tanggungan hanya dapat dikenakan pada 

Hak milik atas satuan rumah susun 

karenamerupakan kepemilikan seseorang 

                                                           
4
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Merujuk pada ketentuan Undang-Undang 

Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan 

Fidusia, maka pembebanan rumah susun 

sebagai jaminan kredit adalah diikat dengan 

Hak Tanggungan, dimana yang menjadi objek 

Hak Tanggungan bukanlah tanahnya namun hak 

milik atas satuan rumah susunnya yang oleh 

karenanya selain satuan rumah susun yang 

bersangkutan juga bagian bersama, benda 

bersama dan tanah bersama sebesar bagian 

pemilik hak milik atas satuan rumah susun. Hal 

ini terkait dengan rumah susun sebagai jaminan 

kredit, praktek pinjaman kredit kepemilikan 

bangunan/SRS dengan konsep Strata title, 

karena belum ada peraturan perundang-

undangannya sampai sekarang ini, maka 

bank/kreditur hanya mau memberikan 

pinjaman kredit atas kepemilikan hak tanah 

pada satuan rumah susun dalam kerangka 

hukum benda hanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang meliputi, Undang-

Undang Rumah Susun dan Undang-Undang Hak 

Tanggungan serta Undang-Undang Perumahan 

dan Permukiman.
7
 

 Sarana dalam mengupayakan suatu 

pencegahan atau yang merupakan upaya 

preventif dalam perjanjian kredit yang sangat 

berisiko tinggi tersebut salah satunya adalah 

dengan adanya jaminan atau agunan 

(collateral), baik jaminan kebendaan maupun 

jaminan perorangan yang diberikan oleh pihak 

debitur kepada kepada pihak kreditur, yang 

akan menjadi pengaman bagi kredit. Secara 

formal jaminan diatur dalam Pasal 8 Undang-

undang Perbankan, tetapi pengaturan jaminan 

di sini tidak merupakan jaminan secara yuridis 

materiil karena fungsi jaminan secara yuridis 

materiil ditujukan sebagai tindakan preventif 

sebagaimana yang telah dikenal dalam hukum 

jaminan selama ini.
8
 

Jadi dengan adanya jaminan yg diikat dalam 

bentuk perjanjian jaminan tertentu akan dapat 

mengurangi resiko yang mungkin terjadi apabila 
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penerima kredit wanprestasi atau tidak dapat 

mengembalikan kredit atau pinjamannya. 

Dengan demikian jaminan dalam perjanjian 

kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa 

utang debitur akan dibayar lunas. Perjanjian 

yang merupakan perikatan antara kreditur 

dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya 

menjamin pelunasan utang yang timbul dari 

pemberian kredit, lazim disebut sebagai 

perjanjian jaminan kredit.Sesuai dengan 

tujuannya, perjanjian jaminan kredit memang 

dibuat untuk menjamin kewajiban dari debitur 

yang ada dalam perjanjian kredit, yaitu 

melunasi kredit tersebut.Dalam ilmu hukum, 

kedudukan dari perjanjian kredit adalah 

merupakan perjanjian pokok 

(Principle).Sedangkan kedudukan dari 

perjanjian jaminan kredit tersebut adalah 

sebagai perjanjian ikutan atau tambahan 

(accesoir).
9
  

Konsekuensi hukumnya adalah apabila 

perjanjian kreditnya gugur, maka akibatnya 

secara otomatis perjanjian jaminan sebagai 

perjanjian ikutan menjadi gugur pula. Perjanjian 

jaminan sebagai perjanjian accessoir 

mempunyai konsekuensihukum : 

a) Perjanjian pertanggungan bergantung pada 

perjanjian pokok 

b) Apabila perjanjian pokok batal, maka 

perjanjian pertanggungan juga batal. 

c) Apabila perjanjian pokok hapus, maka 

perjanjian pertanggungan juga hapus. 

d) Dengan pengalihan atas uang yang diterima 

dalam perjanjian pokok, maka perjanjian 

tambahan yang berkaitan dengan uang yang 

diterima tersebut akan beralih.
10

 

Oleh karenanya jaminan pada kredit 

perbankan pada prakteknya lebih disukai 

berbentuk jaminan yang bersifat kebendaan 

yang merupakan jaminan yang berupa hak. 

Dalam kredit dengan jaminan rumah susun atau 

HMSRS, jaminan kebendaan yang diberikan 

dibebankan jaminan dengan cara pembebanan 

Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 47 ayat(5) 

Undang-Undang Rumah Susun jo Undang-

Undang Hak Tanggungan.
11

 

 

                                                           
9
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B. Kekuatan Eksekutorial Atas Satuan Rumah 

Susun Sebagai Jaminan Kredit 

Eksekusi Hak Tanggungan atas Rumah Susun 

dapat ditemukan landasan hukumnya dalam 

ketentuan Pasal 20 UUHT yang menyatakan :
12

 

1) Apabila debitor cidera janji, maka 

berdasarkan: 

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama 

untuk menjual obyek Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

atau 

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam 

sertifikat HakTanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek 

Hak Tanggungan dijual melalui 

pelelangan umum menurut tata cara 

yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan untuk pelunasan 

piutang pemegang Hak Tanggungan 

dengan hak mendahulu dari pada 

kreditor-kreditor lainnya. 

2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang 

Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak 

Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 

tangan jika dengan demikian itu akan dapat 

diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan semua pihak. 

3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)hanya dapat 

dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan 

sejak diberitahukan secara tertulis oleh 

pemberi dan/atau pemegang Hak 

Tanggungan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikit-

dikitnya dalam 2 (dua)surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan 

dan/atau media massa setempat, serta tidak 

ada pihak yang menyatakan keberatan. 

4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi 

Hak Tanggungan dengan cara yang 

bertentangan dengan ketentuan pada ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum. 

5) Sampai saat pengumuman untuk lelang 

dikeluarkan, penjualan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan 

dengan pelunasan utang yang dijamin 

dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-

biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.
13
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Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila 

kreditor cidera janji, obyek Hak Tanggungan 

dijual melalui pelelangan umum menurut cara 

yang ditentukan dalam peraturan perundang 

undangan yang berlaku dan pemegang Hak 

Tanggungan berhak mengambil seluruh atau 

sebagian dari hasilnya untuk pelunasan 

piutangnya, dengan hak yang mendahului dari 

pada kreditor-kreditor yang lain. Pencairan 

objek Jaminan kredit dapat dilakukan 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-

undang nomor 4 tahun 1996 yang menetapkan 

cara pencairan objek jaminan utang yang diikat 

dengan hak tanggungan melalui eksekusi dan 

penjualan dibawah tangan:
14

 

1. Pencairan melalui eksekusi (Parate eksekusi) 

Pencairan objek jaminan utang melalui 

eksekusi dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut. 

a) Penjualan atas kekuasaan pemegang hak 

tanggungan peringkat pertama, yaitu 

sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 

20 ayat (1) jo Pasal 6 Undang-undang 

nomor 4 tahun 1996. Pemegang hak 

tanggungan peringkat pertama meminta 

kepadakantor lelang negara atau kantor 

lelang swasta untuk melakukan 

pelelangan umum. Hasil penjualan objek 

jaminan kredit tersebut diserahkan oleh 

kantor lelang kepada bank untuk 

pelunasan uang debitur. Dari praktik 

perbankan dapat diperhatikan 

penggunaan cara eksekusi ini oleh 

beberapa bank yang mempunyai 

kedudukan sebagai pemegang hak 

tanggungan peringkat pertama 

b) Penjualan berdasarkan penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri sehubungan dengan 

titel eksekutorial yang terdapat pada 

Sertifikat Hak Tanggungan.
15

 

2. Pencairan Objek Jaminan kredit secara 

bawah tangan. 

Pencairan objek jaminan kredit melalui 

penjualan di bawah tangan dapat pula 

dilakukan bank dengan memenuhi 

ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) 

Undang-undang nomor 4 tahun 1996. 

Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-

undang nomor 4 tahun 1996 menetapkan 
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M Bahsan, Op Cit, Hal 149-151 
15
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pencairan objek jaminan utang secara di 

bawah tangan dengan memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut. 

a) Adanya kesepakatan antara pemberi dan 

pemegang hak atas tanggungan untuk 

melaksanakan penjualan dibawah tangan 

atas objek jaminan hutang dan akan 

diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan semua pihak 

b)  Pelaksanaan penjualan hanya dapat 

dilakukan setelah lewat satu bulan sejak 

diberitahukan secara tertulis oleh 

pemberi dan atau pemegang hak 

tanggungan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan sedikit-

dikitnya dalam dua surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan 

dan atau media massa setempat, serta 

tidak ada pihak yang menyatakan 

keberatan.
16

 

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan ini 

hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 

(satu) bulan sejak diberitahukan oleh pemberi 

atau penerima Hak Tanggungannya kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dan 

diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar 

yang beredar di daerah yang bersangkutan, 

serta tidak ada pihak yang menyatakan 

keberatan.
17

 Menurut Pasal 18 UUHT, Hak 

Tanggungan atas rumah susun dan satuan 

rumah susun dapat hapus karena hal hal 

sebagai berikut:
18

 

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan. 

2. Dilepaskan Hak Tanggungan oleh pemegang 

Hak Tanggungannya. 

3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan 

penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan 

Negeri. 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak 

Tanggungan 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Kepemilikan rumah susun menurut 

Undang-Undang Perumahan dan 

Permukiman dapat dilakukan dengan 

cara kredit berdasarkan Perjanjian Kredit 

                                                           
16
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Perbankan berupa kredit kepemilikan 

apartemen atau rumah susun, dimana 

Hak Milik Satuan Rumah Susun dijadikan 

jaminan kredit dengan diikat dengan Hak 

Tanggungan sebagaimana ketentuan 

Pasal 47 ayat(5) Undang-Undang Rumah 

Susun.  

2. Apabila debitur cidera janji dalam 

perjanjian kredit, maka Hak Tanggungan 

akan dilakukan eksekusi sebagaimana 

ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, dimana obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan 

umum menurut cara yang ditentukan 

dalam peraturan perundang undangan 

yang berlaku dan pemegang Hak 

Tanggungan berhak mengambil seluruh 

atau sebagian dari hasilnya untuk 

pelunasanpiutangnya, dengan hak yang 

mendahului dari pada kreditor-kreditor 

yang lain. 

 

B. Saran 

1. Kepada Kantor Pertanahan terlebih 

dahulu melakukan pengecekan secara uji 

petik terhadap beberapa unit Satuan 

Rumah Susun untuk mendapatkan luas 

dan selanjutnya diadakan kesesuaian 

antara data-data mengenai bagian 

bersama, benda bersama sehingga luas 

unit satuan rumah susun yang tercantum 

dalam draft pertelaan dan akta 

pemisahan sebanding dengan kondisi 

fisik di lapangan dalam rangka pengajuan 

permohonan kredit bank sehingga 

adanya transparansi dalam menetapkan 

Rincian Pertelaan pemenuhan kredit. 

2.  Kepada Pemerintah Pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah sebelum 

menetapkan SK Pengesahan Pertelaan 

sepatutnya melakukan telaah secara 

seksama dan cermat lampiran 

persyaratan administratif dalam 

pelaksanaan ekskutorial bilamana 

debitur tidak melaksanakan 

kewajibannya dengan berkoordinasi 

instansi/bank berwenang. 
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